SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

a.

PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
maka perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Bengkulu, keadaan yang menyebabkan
pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan
keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan
anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk
pembiayaan pembangunan dalam tahun berjalan, perlu
dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016;

bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 sebagaimana
dimaksud huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang
dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu, serta
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati
bersama antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Bengkulu Tahun 2016;
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Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun
2007), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu
Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2016 Nomor 4);

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 (Lembaran

Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

Menetapkan

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2016.



Pasal 1
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun 2016 semula berjumlah
Rp.2.491.703.467.902,00 berkurang sejumlah
Rp.154.556.428.787,29 sehingga menjadi

Rp.2.337.147.039.787,29 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah:
1. Semula Rp.2.417.157.014.569,49

2. Bertambah/(berkurang) (Rp 198.232.340.279,07)

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan
Rp.2.218.924.674.290,42

b. Belanja Daerah:
1. Semula Rp.2.491.703.467.902,00

2. Bertambah/(berkurang) (Rp 154.556.428.114,71)

Jumlah belanja daerah setelah perubahan
Rp.2.337.147.039.787,29

Surflus/ (Defisit) (Rp 118.222.365.496,87)

c. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan:
a) Semula Rp. 92.339.845.382,12
b) Bertambah/(berkurang) Rp. 43.882.520.114,75

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan
Rp. 136.222.365.496,87

2. Pengeluaran:
a) Semula Rp. 17.793.392.049,61
b) Bertambah/(berkurang) Rp. 206.607.950,39
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
Rp. 18.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan
Rp. 118.222.365.496,87
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Rp. 0,00

Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah:



1. Semula Rp. 745.385.297.497,49
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 9.228.493.142,93
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan

Rp. 754.613.790.640,42

b. Dana Perimbangan:
1. Semula Rp.1.655.168.591.000,00
2. Bertambah /(berkurang) (Rp. 195.849.347.350,00)
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan

Rp.1.459.319.243.650,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah:
1. Semula Rp. 16.603.126.072,00
2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 11.611.486.072,00)
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah

perubahan Rp. 4.991.640.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pajak Daerah:
1. Semula Rp. 534.562.546.424,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 3.978.841.905,00
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan
Rp. 538.541.388.329,00

b. Retribusi Daerah:
1. Semula Rp. 4.037.554.157,00
2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 478.526.614,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan

Rp. 4.516.080.771,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan:
1. Semula Rp. 17.895.152.049,61
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 1.461.612.795,39
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan setelah perubahan
Rp. 19.356.764.845,00
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d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah:
1. Semula Rp. 188.890.044.866,88
2. Bertambah / (berkurang) Rp. 3.309.511.828,54
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Rp 192.199.556.695,42

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak:
1. Semula Rp. 164.476.079.000,00
2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 94.938.935.894,00)

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan
Rp. 69.537.143.106,00

b. Dana Alokasi Umum:
1. Semula Rp.1.070.751.192.000,00
2. Bertambah/ (berkurang) (Rp. 193.874.662.456,00)
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan
Rp. 876.876.529.544,00

c. Dana Alokasi Khusus:
1. Semula Rp. 419.941.320.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 92.964.251.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan
Rp. 512.905.571.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis
pendapatan:

a. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:
1. Semula Rp. 2.141.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 354.040.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Rp 2.495.040.000,00
b. Pendapatan Lainnya:
1. Semula Rp. 14.462.126.072,00
2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 11.965.526.072,00)
Jumlah Pendapatan Lainya Rp. 2.496.600.000,00



Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf b terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung:
1. Semula Rp.1.095.847.869.738,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 123.624.688.929,29
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan
Rp.1.219.472.558.667,29
b. Belanja Langsung:
1. Semula Rp.1.395.855.598.164,00
2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 278.181.117.044,00)
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan

Rp.1.117.674.481.120,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai:
1. Semula Rp. 549.288.965.648,00
2. Bertambah /(berkurang) (Rp. 16.544.745.408,34)
Jumlah belanja Pegawai setelah perubahan
Rp. 532.744.220.239,66

b. Belanja Hibah:
1. Semula Rp. 276.363.800.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 100.311.800.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan
Rp. 376.675.600.000,00

c. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa:

1. Semula Rp. 239.965.744.858,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 58.053.543.201,63
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Subsidi

setelah perubahan Rp. 298.019.288.059,63
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d. Belanja Belanja Bantuan  Keuangan  kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa:

1. Semula Rp. 21.729.359.232,00
2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 19.695.908.864,00)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

setelah perubahan Rp 2.033.450.368,00

e. Belanja Tidak Terduga:
1. Semula Rp. 8.500.000.000,00
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 1.500.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan
Rp. 10.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai:
1. Semula Rp. 126.557.221.150,00

2. Bertambah/ (berkurang) (Rp. 22.358.866.129,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

Rp. 104.198.355.021,00

b. Belanja Barang dan Jasa:
1. Semula Rp. 680.601.214.264,00
2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 111.276.603.857,00)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan
Rp. 569.324.610.407,00
c. Belanja Modal:
1. Semula Rp. 588.697.162.750,00
2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 144.545.647.058,00)
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan
Rp. 444.151.515.692,00

Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf c terdiri dari:

a. Penerimaan:
1. Semula Rp. 92.339.845.382,12

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 43.882.520.114,75

Jumlah Penerimaan setelah perubahan
Rp. 136.222.365.496,87



b. Pengeluaran:
1. Semula Rp. 17.793.392.049,61
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 206.607.950,39
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan
Rp. 18.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran tahun anggaran sebelumnya:

a. Semula Rp. 92.339.845.382,12
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 43.882.520.114,75
Jumlah Penerimaan setelah perubahan

Rp. 136.222.365.496,87

(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis Pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah:

a. Semula Rp. 17.793.392.049,61
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 206.607.950,39
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan
Rp. 18.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)
Rp. 0,00

Pasal 5
Uraian Lebih Lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
a. Lampiranl Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;
b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah menurut Urusan
Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
c. Lampiran Il Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah
Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan;
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Lampiran IV Rekapitulasi  Belanja menurut  Urusan
Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD,
Program dan Kegiatan;

Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk
Keselarasan  dan Keterpaduan  Urusan
Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam
kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;

Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan
pengurangan aset lainnya;

Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali pada tahun ini;

Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan

Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Lampiran XIV Daftar Penerima Bantuan Hibah

Pasal 6
Dalam keadaan darurat, Pemerintah Provinsi Bengkulu
dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan

realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekurang-kurangnya memenubhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan

darurat.
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(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia
anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menggunakan belanja tidak terduga.

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat
dilakukan dengan cara:

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang
capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya
dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
belanja untuk keperluan mendesak dengan Kriteria
mencakup:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
pemerintah daerah dan masyarakat.

(6) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan
kegiatan lainya dalam tahun anggaran berjalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

(7)Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu
dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-
SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan
Sekretaris Daerah.

(8) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam
keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur.

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.



12 -

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 7 Desember 2016
GUBERNUR BENGKULU,
ttd.
H. RIDWAN MUKTI
Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 7 Desember 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEROKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,
ttd.
H. SUDOTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: 9/2016
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